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ABSTRAK : - bahwa mendasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 ;
bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dipandang perlu
untuk menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi; bahwa
Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 56/PW.02-

BA/1571/2025 tanggal 8 Agustus 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun. 1999; Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023;PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah



CATATAN

diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; Kpt.KPU No. 314/0ORT.07-Kpt
/01/KPU/V/2021

Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun
2025 terdiri atas :Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan
Akuntabilitas,Penguatan Pengawasan,dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik.

Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 8

Agustus 2025.
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